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ABSTRAK

Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim

Uang Kertas Negara (Studi Kasus Puatusan p : 2

Nomor 568/Pid.B/2019/PN Plg dan 939!Pid.312020?;§ag;1;“ e Bkt
Nama : Rani Rizka B

NIM : 02011281722165

Perk.cm.ba?%m;k]skonoml di Indonegia yan.g semakin pesat tclah membuat uang
menjadi alat tukar yang sangat penting sehingga mempunyai sejarah yang panjang
dan juga mengalami bm:bagm perubahan. Dalam hal ini, kebutuhan hidup yang tinggi
dan kebutuhan ckonomi yang terus meningkat. Sehingga hal ini mendorong oknum-
oknum masyarakat tertentu untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar atau
. deng:m hukum, salah satunya dengan cara melakukan pemalsuan uang.
Penclitian dengan judul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan
Uang Kertas Negara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor
568/Pid. B/2019/PN Plg dan 939/Pid B/2020/PN Plg)”, memiliki rumusan masalah
bagaimana pertimbangan hukum scorang hakim dalam memutus tindak pidana
pemalsuan uang dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan
tindak pidana pemalsuan uang. Penelitian ini dilakukan dengan cara mencliti bahan
kepustakaan yaitu dengan metode normatif. Sumber data yang digunakan dalam
penclitian ini adalah Data sckunder yang mengacu pada data kepustakaan atau data
sekunder melalui asas-asas hukum. Landasan Teori yang digunakan Adalah teori
pertimbangan hakim dan teori pertanggungjawaban pidana. Analisis data yang di
gunakan adalah Analisis Kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan dan menerangkan
data dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun dengan pokok bahasan, tujuan dan
konsep yang berkaitan dengan hal tersebut secara sistematis. Dari hasil penelitian
yang di lakukan, diketahui bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutus tindak
pidana pemalsuan uang dalam dua pufusan tersebut adalah aspek yuridis dalam
dengan mengacu pada hukum positif yang terdapat di Indoncsia. Kemudian
pertanggungjawaban ~ pidana  ftersebut  sudah memenuhi  unsur-unsur
pertanggungjawaban pidana pada kitab undang-undang hukum pidana.

Kata kunci ; Pemalsuan Uang, Pertimbangan hakim, pertanggungjawaban pidana.

Pcmbimbing Utama PW
] Nei Adisti, S H., M.H.

NIP. 198812032011012008

NIP. 198301242000122001

Mengetahui,
Aketua Bagian im Pidana
Rd. M ad Ikhsan, S.H., MLH.
Nyf%mn 1995121001
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Ekonomi di Indonesia yang semakin pesat telah membuat uang
menjadi alat tukar yang sangat penting sehingga mempunyai sejarah yang panjang
dan juga mengalami berbagai perubahan. Dengan demikian, tidak mudah untuk
menjelaskan ataupun mendefinisikan uang secara singkat, jelas dan tepat. Namun,
dalam masyarakat modern saat ini tidak ada orang yang tidak lagi mengenal
uang. ' Sejak dahulu orang-orang melakukan trasaksi jual beli dengan
menggunakan sistem yang di namakan barter, namun sistem barter sendiri
memiliki kekurangan yaitu kedua belah pihak harus sukarela dalam melakukan
barter, sehingga hal ini menjadi salah satu kekurangan sistem barter karena belum
tentu salah satu pihak yang melakukan barter menginginkan barang yang di
tukarkan tersebut. Oleh karena itu muncul lah alat tukar yang bisa membuat

transaksi jual beli dapat menjadi seimbang dan menjadi lebih mudah yaitu uvang.

Menurut Al-Ghazali dan Ibn Khaldun : “Uang adalah apa yang digunakan
manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran, dan media
simpanan”. Dewasa ini uang menjadi hal yang penting dalam kehidupan modern,

uvang dapat memudahkan dan mempersingkat waktu dalam transaksi pertukaran

! Veithzal Rival, dkk, “Bank and Financial Institution Management: Conventional dan
Shariah System”, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 3.
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barang dan jasa, dalam sistem ekonomi uang memungkinkan perdangangan berjalan
secara efisien. > Karena peranan uang yang semakin hari semakin meningkat sesuai
dengan perkembangan ekonomi di negara termasuk Indonesia, maka sebanding pula
dengan kebutuhan hidup yang tinggi dan kebutuhan ekonomi yang terus meningkat.
Sehingga hal ini mendorong oknum-oknum masyarakat tertentu untuk melakukan
suatu tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum, Sebagai salah satu
cara untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin tinggi tersebut, terkadang
masyarakat melakukan jalan pintas atau cara yang curang salah satunya dengan cara
melakukan pemalsuan uang. Tindak pidana pemalsuan uang dibentuk dengan tujuan
untuk memberi perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap
kebenaran dan keaslian dari benda uang, tindak pidana pemalsuan uang ialah berupa
penyerapan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran dan keaslian dari
benda uang sebagai alat pembayaran yang sah.® Tindak pidana memalsukan uang
setiap harinya menjadi semakin canggih disebabkan oleh berkembangnya teknologi
khususnya teknologi komputer. Uang palsu tersebut terkadang sulit untuk dibedakan
dengan uang aslinya, selain itu tindak pidana memalsukan uang juga dapat merugikan

perekonomian Negara, yaitu semakin tingginya laju inflasi ekonomi.

Beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan mata uang dan

uang kertas, yaitu:

2 Depdiknas, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), him. 1232
3 Adami Chazawi , Tindak Pidana Pemalsuan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.
46.
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(1) Faktor ekonomi, banyaknya jumlah penduduk dan tingginya
kebutuhan ekonomi menyebabkan adanya oknum-oknum yang
menghalalkan segala cara untuk bertahan hidup salah satunya
melakukan kejahatan pemalsuan uang. Ekonomi, atau ilmu
ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari manusia tentang
usahanya menghindari kemiskinan. Tindakan-tindakan manusia itu
tidak berdiri sendiri, sama sebagai masalah fisik, psychis, etik,
teknik, dan juridis. Dalam kehidupannya manusia memerlukan
kebutuhan yang terus menerus bertambah dan harus dipuaskan,
Tetapi uang dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan
tidak selalu mencukupi dan kebutuhan itu bermacam-macam pula,
ada kebutuhan primair, sekundair dan lain-lain.*

(2) faktor teknologi, seiring perkembangan zaman yang semakin
canggih membuat oknum-oknum menjadi lebih mudah dalam
membuat uang palsu. Kecanggihan teknologi komputer yang
mempermudah dalam membantu pekerjaan manusia. Selain itu,
kemajuan teknologi komputer juga menyebabkan munculnya
kejahatan-kejahatan baru, yaitu dengan menjadikan komputer

sebagai modus operandilnya. Penyalahgunaan komputer dalam

1A Hamzah, Hukum Pidana Ekonomi Edisi Revisi (Selaras Unpres No.4 tahun 1985),
Erlangga, 1991, hlm. 1. Dalam Jurnal Meta Kristina Ginting, “Peran Kepolisian Dalam Mengungkap
Peredaran Uang Palsu (Studi Penelitian Di Polres Binjai)”, Jurnal Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa
Fakultas Sosial Sains Vol. I. hlm. 19 diakses dari
http:/jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/view/1343/1210 pada hari Rabu, tanggal 30
Juni 2021 pukul 00.19 WIB.
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perkembangannya telah menimbulkan masalah yang sangat rumit,
terutama dalam kaitan dengan proses pembuktian. Penggunaan
komputer sebagai media dalam melakukan kejahatan memiliki
tingkat kesulitan tersendiri dalam pembuktiannya.’

(3) Faktor lingkungan, lingkungan mempengaruhi seseorang dalam
melakukan upaya pengedaran uang palsu karena di dalam
lingkungan seseorang akan bertemu dengan orang yang beragam
dan berbeda pula, apabila sudah bergaul dengan lingkungan

penjahat maka orang baik pun bisa berubah menjadi jahat.’®

Dalam hal ini perlunya penerapan hukum yang sesuai dan seimbang dengan
yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dan Pemalsuan
uang diterapkan secara khusus yang merujuk kepada Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemalsuan Uang. Berdasarkan Pasal 244
KUHP tentang “Pemalsuan Uang Logam dan Uang Kertas Negeri dan Uang Kertas
Bank™ menyebutkan :mengedarkan mata uang, kertas negara atau uang kertas bank
serupa dengan yang asli dan yang tiada dipalsukan, dihukum penjara selama-lamanya
lima belas tahun penjara.”Pemerintah juga menerbitkan peraturan hukum yang lebih

khusus yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang

> Maskun, “Kejahatan siber cybercrime”, (Jakarta : Cet.1 Kencana Prenada Media Group,
2013), him. 1.

® Melisa Sambur, “Pemberantasan Tindak Pidana Pemalsuan Uang dan Uang Kertas Menurut
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang”, Jurnal Lex Crime Vol. VII No.7 hlm. 40
diakses dari https:/ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/21344/21046 pada hari
Kamis, tangggal 19 November 2020 pukul 13.10 wib.
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Mata Uang, dengan asas (Lex Specialis Derogat Legi Generali) bahwa, ketentuan
khusus mengesampingkan Ketentuan Umum ini bertujuan oleh karena tindakan
Pemalsuan Uang sudah diatur lebih spesifik, dalam hal pemberian sanksi yang lebih
berat. Pasal 2 ayat (1) UU Mata Uang menyebutkan bahwa mata uang Negara
Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Mata uang Rupiah memiliki ciri pada
setiap rupiah yang sudah di tetapkan yang bertujuan untuk menunjukkan identitas,
membedakan harga atau nilai nominal pada rupiah terserbut dan mengamankan
rupiah tersebut dari upaya pemalsuan uang. Ciri khusus yang ada dalam mata uang
rupiah telah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) UU Mata Uang, dimana maksud
dari ciri khusus tersebut adalah sebagai pengaman dan terdapat pada desain, bahan

dan teknik cetak rupiah tersebut.

Adapun Sifat dari ciri khususnya yaitu bersifat terbuka, semi tertutup, dan
tertutup. Ciri khusus ini digunakan agar dapat mengenali rupiah dari tindakan
pemalsuan yang berupa peniruan terhadap mata uang.” Pemalsuan mata uang sendiri
diklasifikasikan sebagai tindak kejahatan.® Menurut Wirjono Prodjodikoro pemalsuan
adalah perbuatan yang disengaja meniru suatu karya dari orang lain dengan tujuan
tertentu tanpa memiliki ijin yang bersangkutan (illegal) atau melanggar hak cipta
milik orang lain. Simons juga merumuskan (strafbaarfeit) adalah tindakan melanggar

hukum yaitu dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang dan dapat

7 Hassan Shadily, “Kamus Besar Bahasa Indonesia™, (Jakarta : PT.Gramedia, 2014), hlm. 369.
8 Mulyanto Dalam Faisal Salam, “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, (Bandung :
Pustaka, 2004), hlm. 84.
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dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dengan kata lain dapat dihukum.”’
Oleh karena itu penulis memberikan beberapa contoh kasus mengenai tindak pidana
pemalsuan uang kertas negara yang melangggar undang-undang Republik Indonesia
No. 7 tahun 2011 tentang Pemalsuan uang dan pasal 244 KUHP tentang Pemalsuan
uang logam dan uang kertas negeri dan uang kertas bank, dalam putusan hakim

nomor 568/Pid.B/2019/PN Plg dengan duduk perkara singkat nya adalah : "

Terdakwa atas nama Haryadi Eko Saputro Bin Sardi, A.S dengan sengaja dan
tanpa hak atau melawan hukum memalsukan dan mengedarkan mata uang Negara
atau uang kertas negara yang di keluarkan oleh Negara atau bank dengan maksud
menyuruh atau mengedarkan uang kertas itu sebagai yang tulen dan tidak palsu.

Perkara ini terjadi pada tahun 2018.

Atas perkara tersebut, Pengadilan Negeri Palembang memutuskan amar

putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haryadi Eko Saputro Bin Sardi A.S terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
memalsukan uang kertas Negara;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Haryadi Eko Saputro Bin Sardi

A.S oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun

 Adami Chazawi, “Pelajaran Hukum Pidana 17, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002),
hlm.40.

' Direktori Putusan Makamah Agung Republik Indonesia Dalam Amar Putusan Hakim
Pengadilan Negeri Palmbang, Nomor Register Perkara: 568/Pid.B/2019/PN Plg Diakses dari
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/38319bba6a6c35daed54115fa81c75a9 . html
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dikurangi masa tahanan yang sudah di jalani oleh terdakwa selama 1

(satu) tahun.

Selanjutnya Putusan nomor 939/Pid.B/2020/PN Plg dengan duduk perkara secara

singkatnya adalah:"!

Terdakwa atas nama Muhammad Teguh Bin Ismail dengan sengaja dan tanpa hak
atau melawan hukum memalsukan dan mengedarkan mata uang Negara atau uang
kertas negara yang di keluarkan oleh Negara atau bank dengan maksud menyuruh
atau mengedarkan uang kertas itu sebagai yang tulen dan tidak palsu. Perkara ini

terjadi pada tahun 2020.
Atas perkara tersebut, Pengadilan Negeri Palembang memutuskan amar putusan
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Teguh Bin Ismail tersebut diatas, terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengedarkan
uang palsu” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

masing-masing selama : 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan permasalahan di atas , penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan

judul “ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA

! Direktori Putusan Makamah Agung Republik Indonesia Dalam Amar Putusan Hakim
Pengadilan Negeri Palmbang, Nomor Register Perkara: 939/Pid.B/2020/PN Plg Diakses dari
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/0f09367aff1b2f4f15bf3aae4 cc4da79.html
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PEMALSUAN UANG KERTAS NEGARA ( STUDI KASUS PUTUSAN

PENGADILAN NEGERIPALEMBANG NOMOR 568/Pid.B/2019/PN Plg DAN

939/Pid.B/2020/PN Plg ).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat

diambil perumusan masalah sebagai berikut :

1.

Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus tindak pidana
pemalsuan uang dalam putusan nomor 568/Pid.B/2019/PN Plg dan
939/P1d.B/2020/PN Plg?

Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan tindak
pidana pemalsuan uang dalam putusam nomor 568/Pid.B/2019/PN Plg dan

939/Pid.B/2020/PN Plg?

C. Tujuan Penelitian

1.

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam
memutus tindak pidana pemalsuan uang dalam putusan nomor
568/pid.B/2019/PN Plg dan 939/P1d.B/2020/PN Plg.

Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap

pelaku yang melakukan tindak pidana pemalsuan uang dalam putusan nomor

568/pid.B/2019/PN Plg dan 939/Pid.B/2020/PN Plg.
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D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara umum yang dapat di ambil dalam penelitian ini

terdiri dari dua manfaat yang berifat secara teoritis dan secara praktis, yaitu

sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
Manfaat penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu
hukum bagi penulis dan penulis lain dalam mengembangkan ilmu hukum
khususnya mengenai tindak pidana pemalsuan uang.

2. Secara praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan
hukum bagi pihak-pihak terkait dengan masalah dari penelitian ini dan
sebagai informasi bagi mahasiswa dan masyarakat mengenai tindak pindak

pemalsuan uang.

E. Kerangka Teoritik
Kerangka teori di butuhkan dalam sebuah penelitian sebagai landasan atau
konsep untuk sebuah penelitian atau teori yang di gunakan untuk mengkaji
permasalahan berdasarkan beberapa sudut pandang yang berhubungan dengan

permasalahan diatas, beberapa teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu

didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berhubungan
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sehingga mendapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang
terhadap teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian
hukum kehakiman adalah dimana hakim merupakan aparat penegak
hukum melalui putusannya yang dapat dijadikan tolak ukur tercapainya
suatu kepastian hukum. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang
merdeka dalam ketentuan ini memiliki pengertian bahwa kekuasaan
kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra
yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang

Dasar 1945.

Kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat
tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan
rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa:
kekuasan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawah dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.'>

'2 Agus Priono, “Penerapan Teori Penafsiran Hukum Oleh Hakim Sebagai Upaya
Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Studi Atas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana
Pemalsuan Akta Otentik)”, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume V Nomor 2 hlm. 125. Diakses
dari https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/18260/14464 pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 pukul
(0.38 WIB.
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Kebebasan hakim perlu pula dijelaskan posisi hakim yang tidak
memihak (impartialjugde) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah
tidak memihak di sini bersifat tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan
putusannya hakim harus memihak yang benar. Dan juga tidak diartikan
tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tapatnya
perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan
mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.
Seorang hakim dalam mendapatkan hukumnya diperbolehkan untuk
bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal
(doktrin). Dalam memberikan putusannya hakim tidak hanya memberi
putusan berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat,
hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu:
“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum

yang hidup di masyarakat™.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana
Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam hukum pidana positif saat
ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas setelah asas legalitas.
Pertanggungjawaban Pidana merupakan bentuk perbuatan yang berasal dari
pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan
demikian, adanya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang

merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah adanya
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aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Roeslan Saleh menyatakan
bahwa:

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidak
dapat dilepaskan dari satu atau dua aspek yang harus dilihat dengan
pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya merupakan keadilan,
sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan
pandangan yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana yg merupakan soal
hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”."’

Unsur-unsur dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau
pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau
dijatuhi pidana apabila dia tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan
pidana itu haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan
perbuatan pidana, juga tidak selalu dapat dipidana. Orang yang melakukan
perbuatan pidana hanya akan dipidana jika dia terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan kesalahan."*

Jika kita hendak menghubungkan pelaku tindak pidana dengan
tindakannya dalam rangka mempertanggungjawabkan tindak pidana yang di
lakukannya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada pelaku tindak
pidana harus diteliti dan dibuktikan bahwa :

a. Harus sesuai dengan perumusan undang-undang;

13 Roeslan Saleh. “Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana”, (Jakarta : Ghalia
Indonesia, 2002), hlm. 10.
" Ibid. ,hlm. 80.
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b. Terdapat kesalahan pada pelaku tindak pidana;

c. Tindakan tersebut bersifat melawan hukum;:

d. Tindakan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana oleh
undang-undang (dalam arti luas);

e. Dan dilakukannya tindakan tersebut sesuai dengan tempat,
waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-

undang.15
Menurut Mulyatno unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

a. Kesalahan;
b. Kemampuan bertanggungjawab;

c. Tidak ada alasan pemaaf.

F. Ruang Lingkup
“Analisis putusan hakim terhadap tindak pidana pemalsuan uang kertas
negara” pada penulisan penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup
permasalahan pada cara pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pemalsuan
uang kertas negara yang sudah sangat jelas melanggar Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemalsuan Uang dan Pasal 244 KUHP

tentang Pemalsuan Uang Logam dan Uang Kertas Negeri dan Uang Kertas Bank.

15 Kanter dan Sianturi, ““Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan
Penerapannya”, (Jakarta : Storia Grafika, 2002), hlm. 65.
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Serta penulis juga akan membahas tentang pertanggungjawaban pidana pelaku
pemalsuan uang kertas Negara menurut kitab undang-undang hukum pidana pasal

244 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah penelitian
hukum normatif, dimana pengertian dari penelitian hukum normatif
merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan
pustaka atau data sekunder”.'®Penelitian hukum normatif juga diartikan
sebagai konsep hukum dengan kaidah yang metodenya (doctrinal-
nomologik) yang mengacu pada kaidah ajaran yang mengkaidai perilaku.'’
Metode penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan
karena penelitiannya di tinjau dari peraturan tertulis oleh karena itu

penelitian menggunakan metode kepustakaan.

2. Jenis Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum

normatif adalah data sekunder yakni studi dokumen atau kepustakaan yang

'8 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif” : Suatu Tinjauan
Singkat, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

' Vidya prahassa citta, “penelitianhukum normatif dan penelitian hokum yuridis”, diakses
dari https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-
yuridis/ tanggal 29 desember 2020 pukul 19.25 wib , hlm. 1.
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dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti.'® Dalam penelitian
ini penulis menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dimana metode penelitian
hukum normatif merupakan metode penelitian hukum yang mengacu pada
data kepustakaan atau data sekunder melalui asas-asas hukum. '’ Data
sekunder yang di pakai dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan

bahan hukum tersier adalah sebagai berikut:

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari
norma hukum. Dalam penelitian ini diperlukan bahan hukum primer yaitu
kitab Undang-Undang hokum pidana , Undang-Undang No. 7 Tahun 2017
tentang matauang, Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang No.
568/Pid.B/2019/PN Plg dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang
No. 939/Pid.B/2020/PN Plg.

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang di peroleh dari studi
kepustakaan untuk menambah penjelasan bahan hukum primer berupa litertur-
literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dalam penulisan
skripsi buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan akan dikaji
dan hasil dari penilitian serta karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan

penulisan skripsi ini.

88.

'8 peter Mahmud marzuki, “Penelitian Hukum”. (Jakarta : Cet 2, kencana, 2008), hlm 29.
' Bambang Sugono, “Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta : GrafindoPersada, 1997), him.
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Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang menjadi pelengkap untuk
memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder, bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian

misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

a.

Dalam penelitian hukum normatif terdapat banyak pendekatan yang

digunakan secara terpisah, berdiri sendiri dan secara kolektif tergantung dan
sesuai dengan isu atau permasalahan yang akan di bahas, pendekatan tersebut

antara lain®" :

Pendekatan kasus ( Case Approach)

Pendekatan kasus adalah tentang penerapan norma-norma atau kaidah hukum
dalam praktik hukum untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi
penormaan didalam aturan hukum pada praktik hukum, kemudian
menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam ekplanasi
hukum.?!

Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) adalah tentang
dilakukannya pendekatan dengan cara meneliti semua aturan dalam

perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang

2 peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum edisi revisi”, (Jakarta: Prenadamedia

Group,2016), hlm, 153-154.

! Jonaedi Effendi dan Johny Ibrahim, “Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris”,

(Jakarta: Prenadamedia Group,2018), hlm 17.
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ditangani.”” Dalam penelitian ini, penulis mengkaji Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang pemalsuan

uang.

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual adalah berdasarkan dari pandangan-pandangan dan
doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan cara mempelajari
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti
akan menemukan ide-ide yang mengahasilkan pengertian hukum, konsep

hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.”

*2 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit, him. 133,
3 Ibid., hlm 135.
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4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah Studi Pustaka (Library
Research) yang akan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari Undang-
Undang, Kitab Undang-Undang HukumPidana (KUHP) dan Undang-Undang
No. 7 tahun 2011 tentang pemalsuan uang. Studi Pustaka dilakukan dengan
mencari dan mengumpulkan bahan penelitian yang teoritis dengan cara
mempelajari dan mengutip bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan
objek penelitian dan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan bahan hukum tersier.
5. Pengolahan Bahan Hukum
Setelah metode pengumpulan bahan hukum yang terdapat pada penjelasan
diatas, selanjutnya peneliti akan mengelola data yang berasal dari hasil
penelitian ini. Peneliti akan mempelajari, menganalisis dan menjelaskan hasil
dari penelitian ini untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian
ini.
6. Metode Analisis Bahan Hukum
Metode analisis bahan hukum akan dilakukan dengan cara sistematis dan
kualitatif. Dalam penelitian ini Analisis dengan cara sistematis menjelaskan
analisis yang sesuai dengan konsep sehingga dapat memberikan jawaban
dalam penelitian ini. Kemudian analisis data yang digunakan adalah analisis
Kualitatif, yaitu dengan cara menjelaskan dan menerangkan data dalam

bentuk kalimat-kalimat yang disusun dan disertai dengan pokok bahasan,
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konsep dan tujuan yang berkaitan dengan hal tersebut secara sistematis dan
juga untuk bahasan dan analisis kesimpulannya digunakan sebagai jawaban

atas pokok bahasan yang diterangkan dalam penelitian. **

7. Penarikan Kesimpulan
Kesimpulan dari penulisan ini diambil berdasarkan permasalahan yang
dianalisis dengan penalaran lebih spesifik yang cara befikirnya diambil dari
pengambilan kesimpulan yang berdasarkan dengan pembahasan yang
bersifat umum kemudian menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga
dapat mencapai tujuan yang diinginkan®’. Penalaran yang lebih spesifik ini
juga berasal dari pengertian umum yang kemudian menjadi suatu

kesimpulan yang bersifat khusus.*

* Abdulkadir Muhammad, “Hukum dan Penelitian Hukum”, (Bandung' Citra Aditya Bakti,
2004), hlm.127.

> Amirudin dan Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2014), hlm 18.

% Bambang Sunggono, Op. Cit, him.10.
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